
























BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 11  September 2023

Nomor : 800/937/BKPSDM 
Lampiran : 1 (satu) examplar
Perihal : Pengusulan Pengurangan 

Alokasi PPPK JF Teknis 

Kepada
Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi RI
di -          

  Jakarta      

             

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  571  Tahun  2023,

tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada

Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran

2022,  tanggal  02  Agustus  2023,  maka  dengan  ini  disampaikan  bahwa

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mendapat 49 Formasi  Jabatan Hasil

Optimalisasi dimaksud.

Berkenaan  dengan  hal  tersebut  maka  diusulkan  pengurangan

Formasi Jabatan Fungsional Tekhnis 30 Formasi sebagaimana tercantum

dalam daftar usulan terlampir. 

Lebih  lanjut  disampaikan  bahwa  Jabatan  tersebut  tidak  lagi

terakomodir  pada  Formasi  pengadaan  ASN  Tahun  2023  karena  sudah

terpenuhi dari hasil Optimalisasi sesuai Analis Beban Kerja (ABK) pada Unit

Kerja masing-masing.

Demikian kami  sampaikan atas  bantuan  dan  kerjasamanya

diucapkan terima kasih. 

Malili, 11 September 2023

BUPATI LUWU TIMUR

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Tembusan Yth :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara

Cq. Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen BKN di Jakarta;
3. Kementrian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;

Cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah
2. Gubernur Sulawesi Selatan.

Cg. Kepala BKD di Makassar;
3. Kepala BKN Regional IV Makassar di Makassar;
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DAFTAR USULAN PENGURANGAN ALOKASI PPPK JF TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR

NO. NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
ALOKASI PPPK

UNIT PENEMPATAN
SEMULA MENJADI

1
AHLI PERTAMA - ANALIS 
KEBIJAKAN

S-1 MANAJEMEN; S-1 EKONOMI; S-1 SOSIAL DAN 
POLITIK; S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN; S-1 
HUKUM; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 PENDIDIKAN; S-
1 ADMINISTRASI; S-1 PEMERINTAHAN; S-1 TEKNIK

1 0
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN, KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL

2
AHLI PERTAMA - ANALIS 
SUMBER DAYA MANUSIA 
APARATUR

S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU 
PEMERINTAHAN; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA 
MANUSIA; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 
TEKNIK INFORMATIKA

1 0
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS PENDIDIKAN, 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

3
AHLI PERTAMA - ANALIS 
SUMBER DAYA MANUSIA 
APARATUR

S-1 MANAJEMEN; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA 
MANUSIA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 TEKNIK 
INFORMATIKA; S-1 ADMINISTRASI NEGARA

1 0
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, SEKRETARIAT 
DAERAH, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, BAGIAN 
ORGANISASI, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

4 AHLI PERTAMA - ARSIPARIS
 S-1 ADMINISTRASI; S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; 
S-1 KEARSIPAN

1 0
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , BADAN 
PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
DAERAH

5 AHLI PERTAMA - ARSIPARIS
S-1 EKONOMI; S-1 KEARSIPAN; S-1 MANAJEMEN;  S-1
ADMINISTRASI

1 0
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , BADAN 
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA  
MANUSIA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

6 AHLI PERTAMA - ARSIPARIS
S-1 MANAJEMEN; S-1 KEARSIPAN; S-1 EKONOMI; S-1 
MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI

1 0
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , INSPEKTORAT, 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

7 AHLI PERTAMA - ARSIPARIS
S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN;  S-1 KEARSIPAN; S-1
ADMINISTRASI

1 0
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN 
ANAK, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

8 AHLI PERTAMA - ARSIPARIS
S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN;  S-1 ADMINISTRASI; 
S-1 KEARSIPAN; 

1 0
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS PARIWISATA, 
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL

9 AHLI PERTAMA - ARSIPARIS
 S-1 ADMINISTRASI; S-1 EKONOMI; S-1 KEARSIPAN;  
S-1 MANAJEMEN

1 0
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, BADAN KESATUAN 
BANGSA DAN POLITIK, KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL

10 AHLI PERTAMA - ARSIPARIS
S-1 EKONOMI; S-1 ADMINISTRASI; S-1 MANAJEMEN;  
S-1 KEARSIPAN

1 0
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS 
TRANSMIGRASI DAN  TENAGA KERJA, KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL
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11
AHLI PERTAMA - PEKERJA 
SOSIAL

S-1 PEKERJAAN SOSIAL; S-1 KESEJAHTERAAN 
SOSIAL; D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL; D-IV 
PEKERJAAN SOSIAL

1 0
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN 
ANAK, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

12 AHLI PERTAMA - PERENCANA
S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 AKUNTANSI; S-1 
ADMINISTRASI; S-1 HUKUM; S-1 ILMU KOMUNIKASI; 
S-1 SOSIAL DAN POLITIK

1 0
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , BADAN 
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA  
MANUSIA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

13 AHLI PERTAMA - PERENCANA
S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 AKUNTANSI; S-1 
ADMINISTRASI; S-1 HUKUM; S-1 ILMU KOMUNIKASI; 
S-1 SOSIAL DAN POLITIK

1 0
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS PERTANIAN, 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

14 AHLI PERTAMA - PERENCANA
S-1 MANAJEMEN; S-1 EKONOMI; S-1 HUKUM; S-1 
AKUNTANSI; S-1 ADMINISTRASI;  S-1 ILMU 
KOMUNIKASI; S-1 SOSIAL DAN POLITIK

1 0
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS 
TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN , 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

15 AHLI PERTAMA - PERENCANA
S-1 ADMINISTRASI; S-1 EKONOMI; S-1 AKUNTANSI; S-
1 ADMINISTRASI; S-1 HUKUM; S-1 SOSIAL DAN 
POLITIK; S-1 KOMUNIKASI;  S-1 MANAJEMEN

1 0
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL

16 AHLI PERTAMA - PERENCANA
S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 AKUNTANSI; S-1 
ADMINISTRASI; S-1 HUKUM; S-1 ILMU KOMUNIKASI; 
S-1 SOSIAL DAN POLITIK

1 0
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS PEKERJAAN 
UMUM DAN PENATAAN RUANG, KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL

17 AHLI PERTAMA - PERENCANA
S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 AKUNTANSI; S-1 
ADMINISTRASI; S-1 HUKUM; S-1 ILMU KOMUNIKASI; 
S-1 SOSIAL DAN POLITIK

1 0
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 
BERENCANA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

18 AHLI PERTAMA - PERENCANA
S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 AKUNTANSI; S-1 
ADMINISTRASI; S-1 HUKUM; S-1 ILMU KOMUNIKASI; 
S-1 SOSIAL DAN POLITIK

1 0

BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, SEKRETARIAT 
DAERAH, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, BAGIAN  
PERENCANAAN DAN KEUANGAN, KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL

19 AHLI PERTAMA - PERENCANA
S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 AKUNTANSI; S-1 
ADMINISTRASI; S-1 HUKUM; S-1 ILMU KOMUNIKASI; 
S-1 SOSIAL DAN POLITIK

1 0
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS KESEHATAN, 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

20 AHLI PERTAMA - PERENCANA
S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 AKUNTANSI; S-1 
ADMINISTRASI; S-1 HUKUM; S-1 ILMU KOMUNIKASI; 
S-1 SOSIAL DAN POLITIK

1 0
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS SATUAN 
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN, 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

21
AHLI PERTAMA - PERISALAH 
LEGISLATIF

S-1 ILMU HUKUM; S-1 ILMU EKONOMI; S-1 ILMU 
PEMERINTAHAN; S-1 ILMU ADMINISTRASI 

1 0
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, SEKRETARIAT 
DPRD, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
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PUBLIK/NEGARA

22
AHLI PERTAMA - PRANATA 
KOMPUTER

S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; 
S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 
SISTEM KOMPUTER

1 0
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , BADAN 
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA  
MANUSIA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

23
AHLI PERTAMA - PRANATA 
KOMPUTER

S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 
TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 
ILMU KOMPUTER

1 0
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS 
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

24
AHLI PERTAMA - PRANATA 
KOMPUTER

S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI;  
S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 
TEKNIK KOMPUTER

1 0
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL

25
AHLI PERTAMA - PRANATA 
KOMPUTER

S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; 
S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 
ILMU KOMPUTER

1 0
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS PARIWISATA, 
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL

26
AHLI PERTAMA - PRANATA 
KOMPUTER

S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 INFORMATIKA; S-1 
ILMU INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 
TEKNIK KOMPUTER

5 2
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS KOMUNIKASI 
DAN INFORMATIKA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

28
AHLI PERTAMA - PRANATA 
KOMPUTER

S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; 
S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 SISTEM KOMPUTER;  S-1
ILMU KOMPUTER

1 0
BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 
BERENCANA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

29
AHLI PERTAMA - PRANATA 
KOMPUTER

S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI;  
S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER;  S-1 
SISTEM KOMPUTER 

1 0

BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, SEKRETARIAT 
DAERAH, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, BAGIAN  
PERENCANAAN DAN KEUANGAN, KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL

                                                                                     Malili, 11 September 2023

BUPATI LUWU TIMUR

Drs.H. BUDIMAN, M.Pd
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